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<b>ABSTRAK</b><br>

Skripsi ini mencari jawaban mengenai kriteria apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam
menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP tentang mel aksanakan perintah jabatan sebagal alasan penghapus
pidana, pada Putusan No. 572 K/Pid/2003 tentang kasus korupsi dana non-budgeter bulog Akbar Tandjung.
Kriteria dalam putusan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolok ukur untuk menguji konsistenst Mahkamah
Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP terhadap lima putusan lain yang sejenis. Metodol ogi
penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa
bahan hukum primer serta sekunder, melalui alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dari hasil
penelitian dan kajian disimpulkan bahwa dalam Putusan No. 572 K/Pid/2003, Mahkamah Agung
menggunakan dua kriteria untuk menerapkan Pasal 51 KUHP, yaitu ldquo;perintah harus diberikan
berdasarkan suatu jabatan kepada bawahan dalam hubungan kerja yang bersifat hukum publik rdquo;; dan
Idquo; perintah harus merupakan perintah jabatan yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang rdquo;.
Akan tetapi duakriteriatersebut tidak selalu konsisten diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam lima
putusan lainnya, padahal konsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan Pasal 51 KUHP akan
memudahkan dalam penerapan hukum dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
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<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis seeking the answer of the criteriathat being used by the Supreme Court of Indonesia, when
applying the article 51 of criminal code about execution of an official order as an exclusion of criminal
punishment in corruption case of Bulog Non Budgeter Fund by Akbar Tandjung Case No 572 K Pid 2003 .
The criteriawill be used to examine the consistency of Indonesian Supreme Court when applying the article
51 of criminal code in another five 5 similar corruption cases. The methodology that being used in this thesis
isjuridical normative with secondary data that consist of primary and secondary law material and using
literature review as the data collection instrument. The conclusion of thisthesis are the Indonesian Supreme
Court uses two criteriawhen applying the article 51 of criminal code in Akbar Tandjung case. The first
criteriais the order must be given based on an Idquo office rdquo which there is apublic legal relation
between the order giver and receiver, and the second criteriais the order must be given by an official office.
In the end, the Supreme Court rsquo s not always consistent in using this two criterias in another five case
whereas the consistency of Indonesian Supreme Court when applying the article 51 of penal code will
simplify the application of the law and fulfil the justness of the people.
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